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ABSTRAK

Penelitian ini berfujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh modernisasi
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan tingkat kepatuhan Pemotong
Pajak Penphasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Dumai,

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif vang diperoleh dari Kantor
Pelavanan Pajak Pratama Duemai dimulai dar tabun 2007 sampai tahun 2009,
Pepelitian ini menggunakan metode stabistik vaitu metode one way anova dan
cochran lesl.

Hasil penclittan menunjukkan babwa perfama, tdak terdapat penganch
modernisasi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilihat dan
jumlah penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21. Kedwa, terdapat pengaruh
modernisasi terhadap tingkal kepatuhan pemotang PPh Pasal 21 dilihat dard wakto
pembavaran 3P'T Tahunan PPh Pasal 21, Ketiga, terdapat pengaruh modernisasi
terhadap tingkat kepatuban pemotong PPh Pasal 21 dilihat dar waktu pelaporan
SPT Tahunman PPh Pasal 21, Keempat, tidak terdapat pengaruh modernisas
terhadap tingkat kepatuhan pemotong PPh Pasal 21 dilihat dan jumlah 3PT Masa
PPh Pasal 21 wvang diterima. Dan kelima menunjukkan bahwa tidak terdapal
pengaruh modernisasi terhadap tingkat kepatuhan pemotong PPh Pasal 21 yang
dilihat berdasarkan penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Keywordy:  Modernisasi  perpajakan, kepatuhan  pemotong  pajak, jumlah
pencriman PPh Pasal 21,
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber yang cukup penting bagi penerimaan
negara guna pembiayaan pembangunan akbir-akhir ini. Sumber penerimaan
negara itu sendiri ada 2 vaitu sumber penerimaan negara bukan pajak dan sumber
penerimaan negara dan pajak. Dan tdak bisa dipungkin lagi bahwa penerimaan
negara dari pajak merupakan sumber penerimaan npegara vang paling ulama
Menyadari pentingnya pajak sebagal tulang punggung penerimaan negara,
Direktorat Jenderal Pajak sebagar instansi vang bertanggung jawab menjalankan
amanat sehubungan dengan perpajakan, terus melakukan perbaikan diri di bidang
perpajakan.

Proses perbaikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini terasa
semakin nvata dengan adanya modernisasi di bidang perpajakan Perubahan demi
perubshan terus dilakukan. Dalam sistem pemungutan pajak berupa self
assexsment Wajib Pajak  diberi kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk
menghitlung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Hal
ini semakin ditingkatkan dengan semakin gencarnya himbauan akan pentingnya
pajak, schingga masyarakat merasa terpanggil dan dapat menjalankan kewajiban
perpajakan dengan kesadaran sendiri.

Dalam Undang-undang Mo, 36 Tahun 2008 diatur mengenal pengenaan
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan vang diperoleh dari satu pemberi kerja, vang




dikenal dengan nama Pajak Penghasilan Pasal 21, vang wajib dipotong oleh
pemberi kerja. Penjabaran atas pelaksanaan pemotongan PPh 21 ini diatur lebih
lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan, yaitu Peraturan Direkiur Jenderal Pajak
Momor PER-37/PI200% tentang perubaban atas Peraturan lenderal Pajak Momor
PER-31/PIANO0S tentang Pedoman Tekms Tata Cara Pemotongan, Penvetoran,
dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 danfatan Pajak Penghasilan Pasal 26
schubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Dengan  adanya  peraturan lersebul  ditharapkan Wajib  Pajak dapat
menghitung besarnva pajak yang terutang sesuai dengan persluran perundang-
undangan yang berlaku. Dan bagl pemotong PPh 21 mengetabui hak dan
kewajibannyas  yailu memolong PPh 21, menyetor ke kas nepara, dan
melaporkannva,  Fiskus  mempunyvai kewajiban  untuk  memantau  kepatuhan
kewajiban pemotong  pajak  terutama  dalam  pengpelapan pajak ataupun
penghindaran pajak, karena jika tidak dapat beresiko mengurangi penerimaan
negara. Ada kemungkinan pemotong pajak tidak atau kurang menvetorkan pajak
yang telah dipotong dari pegawainya.

Perubahan peraturan di bidang perpajakan dan modemisasi yang dilakukan
temtu akan sanpat berpengaruh disepala bidang di lingkunpan Direkeorat Jenderal
Pajak. (Meh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penclitian dengan judul
“TIMIALIAN ATAS PEMCGARLIN MODERNISASI TERHADAP
PEMERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN TINGKAT
KEPATUUHAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 STUDI

KASLS PADA KANTOR PELAYANAN PATAK DUMAI",
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh modernisasi perpajakan
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Kepatuhan Pemotong Pajak

Penghasilan Pasal 21, Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini

terdin dan satu vaniabel independen dan dua wvariabel dependen Penelitian ini

dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Dumai dengan menggunakan data dari

tahun 2007-20009.

Berdasarkan uraian dan hasil uji statistik vang telah dilakukan, dapat
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut -

[. Modernisasi perpajakan menyebabkan pengecilan wilayah kerja Kantor
Pelayanan Pajak Dumai yang secara langsung maupun tidak langsung akan
mempengaruhi penerimaan pajak di KPP tersebut

2. Dari hasil pengujian statistik terhadap jumiah penerimaan SPT Masa PPh
Pasal 21, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengarub modernisasi
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal21 Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor seperti :

*  Sejak terjadinya modernisasi, wilayah kerja KPP Dumai menjadi sempit,
hal ini dapat menyebabkan berkurangnya jumlah wajib pajak vang
terdaftar di KPP Pratama Dumai tersebut dan akan berimplikasi pada

pengurangan jumlah penerimaan pajak
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